BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN HAKIM PA NGANJUK
NOMOR: 1339/Pdt.G/2013/PA.Ngj. TENTANG PENOLAKAN /7THBAT
NIKAH SIRI BAGI SUAMI YANG SUDAH BERISTRI

A. Analisis Terhadap Pertimbangan dan Dasar Hukum Hakim PA Nganjuk
Dalam Putusan Nomor: 1339/Pdt.G/2013/PA.Ng;j.

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada Bab III bahwa
permasalahan yang ada di Pengadilan Agama Nganjuk, hakim telah
memutuskan dan menetapkan menolak 7thbat nikah siri yang diajukan
oleh pemohon. Permasalahan dalam perkara ini bahwasanya pemohon
telah melangsungkan perkawinan dengan termohon 1 sesuai dengan
ketentuan syariat Islam tanpa dicatatkan di kantor urusan agama.
Sedangkan termohon I pada waktu itu masih mempunyai ikatan
pernikahan yang resmi dengan perempuan lain yaitu termohon II.

Setelah melalui proses persidangan yang panjang dan adanya
beberapa bukti serta hakim telah mendengar replik dan duplik dari para
pihak yang berperkara dan juga dari keterangan para saksi, maka hakim
dengan segala kewenangannya mempunyai pendapat dan memutuskan
suatu perkara karena itu adalah tugas dari pada hakim.

Dalam putusan yang diteliti oleh penulis, yaitu putusan Nomor :
1339/Pdt.G/2013/PA.Ngj adalah permohonan 7thbat nikah yang diajukan
oleh pemohon dengan alasan untuk mengesahkan pernikahan pemohon
dan termohon I sehingga mendapat kekuatan hukum dikarenakan dari

pernikahan tersebut telah menghasilkan anak. Di dalam permohonan
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tersebut termohon I tidak keberatan dengan apa yang diajukan dalam
permohonannya pemohon, akan tetapi temohon II keberatan apabila
perkawinan antara pemohon dengan termohon I itu di 7thbatkan.

Majelis hakim Nganjuk memberikan putusan bahwasannya
menetapakan untuk menolak permohonan ithbat nikah yang diajukan oleh
pemohon. Majelis hakim pengadilan agama nganjuk selaku lembaga yang
mempunyai kewenangan absolut dalam putusan tersebut memberikan
pertimbangan-pertimbangan dan alasan-alasan hukum untuk menolak
permohanan ithbat nikah yang diajukan oleh pemohon.

Adapun pertimbangan majelis hakim menolak permohonan ithbat
nikah dalam permohonan ini ialah bahwasannya pengajuan ithbat nikah
antara pemohon dengan termohon I termasuk perkawinan poligami yang
menurut prosedur perundang-undangan harus menempuh jalur yang
ditentukan yaitu wajib mendapat izin dari pengadilan, dengan
berdasarkan pasal 4 ayat 1 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang
perkawinan jo. Pasal 52 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam. Dalam pasal 5
ayat 1 (a) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 jo. Pasal 58 ayat 1 (a)
Kompilasi Hukum Islam bahwa salah satu syarat berpoligami harus ada
persetujuan dari istri. Dengan demikian jika dihubungkan dengan fakta
persidangan istri pertama yaitu termohon II dengan tegas menolak atau
tidak setuju terhadap ithbat nikah yang diajukan oleh pemohon atau

adanya poligami antara pemohon dengan termohon I.
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Dalam putusan ini majelis hakim tidak hanya melihat atau
mempertimbangkan hukum formil dan materiil saja, akan tetapi dalam
perkara ini majelis hakim mempunyai keyakinan yang kuat adanya
indikasi terjadinya penyelundupan hukum dikarenakan menurut
pandangan hakim seharusnya permohonan dalam perkara ini adalah
permohonan izin poligami bukan permohanan ithbat nikah dan jika
permohonan ithbat nikah ini dikabulkan maka mengakibatkan seorang
dengan mudah dan menganggap gampang melakukan nikah siri kemudian
mengajukan ithbat nikah ke Pengadilan Agama.'

Apabila melihat alasan-alasan hakim dalam putusan tersebut,
majelis hakim telah memenuhi aturan dalam pasal 4 ayat (1) Undang-
Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 56 ayat 1
Kompilasi Hukum Islam, yaitu suami yang hendak beristri lebih dari satu
orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama. Dan juga pasal 5 ayat
1 (a) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 jo. Pasal 58 ayat 1 (a) Kompilasi
Hukum Islam yang menyatakan bahwa syarat untuk memperoleh izin
poligami harus ada persetujuan istri dan adanya kepastian bahwa suami
mampu menjamin keperluan hidup sitri-istri dan anak-anaknya.

Akan tetapi penulis tidak sependapat dengan pertimbangan dan
dasar yang digunakan oleh hakim, dikarenakan dari hasil pernikahan
tersebut telah dikaruniai anak. Apabila majelis hakim berpandangan

bahwa yang seharusnya diajukan dalam perkara ini adalah permohonan

' Muh. Mahfudz dan Yomi kurniawan, Wawancara, Pengadilan Agama Nganjuk, 5 Juli 2015.
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poligami, maka setelah mendapat izin poligami dari pengadilan, pemohon
dan termohon I harus melangsungkan pernikahan ulang yang sah
dihadapan Pejabat Pencatat Nikah, sedangkan sebelumnya pemohon dan
termohon I telah melangsungkan pernikahan siri dan dari pernikahan
tersebut telah dikaruniai seorang anak. Dengan demikian, apabila
permohonan tersebut permohonan poligami maka anak itu tetap tidak
mempunyai kekuatan hukum, dikarenakan perkawinan yang pertama
tidak dianggap sah dihadapan hukum. Sedangkan menurut Undang-
Undang yang berlaku di Indonesia sebagaimana dalam pasal 42 Undang-
Undang No 1 Tahun 1974 jo. Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam
menyatakan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau

sebagai akibat perkawinan yang sah.

. Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Pengadilan Agama Nganjuk
nomor: 1339/Pdt.G/2013/PA.Ngj.

Perkawinan bagi umat Islam di Indonesia dikatakan sah jika
dilakukan menurut hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan no. 1
tahun 1974 maupun dalam Kompilasi Hukum Islam. Negara
mengharuskan adanya pencatatan perkawinan, sebagaimana tercantum
dalam pasal 2 ayat 2 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang

Perkawinan.
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Perkawinan di negara Indonesia harus dicatatkan pada lembaga
yang diberi kewenangan agar perkawinan tersebut mempunyai kedudukan
dalam hukum. Bagi perkawinan yang telah dilakukan menurut agama
Islam, tetapi belum dicatatkan dalam lembaga pencatat perkawinan,
negara memberi ruang untuk mendapatkan pengakuan perkawinan
tersebut melalui 7zhbat nikah.

Ithbat nikah dalam sejarahnya diperuntukkan bagi perkawinan
yang terjadi sebelum tahun 1974, perkara isbat nikah bagi pengadilan
agama diperuntukkan bagi mereka yang melakukan perkawinan dibawah
tangan sebelum diberlakukannya Undang-Undang No.l Tahun 1974
tentang perkawinan. Namun fakta yang terjadi di masyarakat banyak
perkawinan yang dilakukan setelah tahun 1974 syarat dan rukunnya
secara Islam terpenuhi, namun perkawinan tersebut tidak dicatatkan
padapejabat pencatat nikah (PPN) di kantor urusan agama. Kompilasi
Hukum Islam juga memberikan ketentuan yaitu pasal 7 ayat (2) yang
menyatakan bahwa “dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan
akta nikah, dapat diajukan 7zhbat nikahnya di Pengadilan Agama”.

Dalam fakta yang diteliti oleh penulis, yaitu putusan Nomor :
1339/Pdt.G/2013/PA.Ngj majelis hakim nganjuk menolak permohonan
ithbat nikah. Dalam putusan ini yang menjadi pertimbangan hakim adalah
pertimbangan yuridis yaitu, pasal 4 ayat 1 Undang-Undang No 1 Tahun
1974 tentang perkawinan jo. Pasal 52 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam.

Dalam pasal 5 ayat 1 (a) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 jo. Pasal 58
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ayat 1 (a) Kompilasi Hukum Islam bahwa salah satu syarat berpoligami
harus ada persetujuan dari istri. Sehingga hakim memutuskan untuk tidak
mengithbatkan pernikahan antara pemohon dan termohon I dikarnakan
tidak ada izin dari dari termohon II selaku istri pertama dari termohon L.
Menurut hemat penulis, seharusnya majelis hakim tidak hanya
melihat pada aspek yuridis saja, melainkan juga harus mempertimbangkan
kemaslahatan yang terkandung dalam maqasid al-shari’ah. Kemaslahatan
itu bisa tercapai dan terialisasikan apabila lima unsur pokok terpelihara
dengan baik, yaitu terpeliharanya agama, jiwa, keturunan, akal dan harta.
Dalam perkara ini yang paling penting untuk diperhatikan adalah
pemeliharaan terhadap keturunan (Aifzu al-nasli), yaitu anak yang di
hasilkan dari pernikahan siri antara pemohon dengan termohon I, baik
yang menyangkut hubungan nasab antara anak dengan ayahnya maupun
kesejahteraan anak tersebut. Sebagaimana yang telah ditegaskan dalam
kaidah figh
il bit ze Je o) St

Artinya: suatu tindakan pemerintah bertitik terjaminnya kepentingan dan
kemaslahatan rakyat.”

Berdasarkan kemaslahatan, maka mengabulkan 7thbat nikah
merupakan kebutuhan yang bersifat daruri (mendesak). Dengan tujuan
untuk mendapatkan kepastian hukum, dan untuk melindungi pihak-pihak

yang melakukan perkawinan itu sendiri serta akibat dari terjadinya

% A. Jazuli, Kaidah-kaidah Figh, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Grop, 2014), 147.
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perkawinan, seperti nafkah istri, hubungan orang tua dengan anak,
kewarisan, dan sebagainya.

Atas dasar maslahah dalam rangka mengantisipasi perubahan
zaman, agar hukum Islam tetap sejalan dengan magasid al-shari’ah.
Perubahan terhadap sesuatu, termasuk institusi perkawinan dengan
dibuatnya Undang-Undang atau peraturan lainnya, adalah kebutuhan
yang tidak bisa dihindari dan merupakan sesuatu yang dibenarkan oleh
hukum Islam, sebagaimana juga yang ditegaskan oleh Ibnu Qayyim :

tsaly Js-Ss £5aN oW 2 sl 58

Artinya: perubahan fatwa adalah karena perubahan zaman, tempat,
keadaan, dan kebiasaan.

Keharusan mencatatkan perkawinan dan pembuatan akta
perkawinan, dalam hukum Islam dianalogikan kepada pencatatan dalam
persoalan utang-piutang yang dalam situasi tertentu diperintahkan untuk
mencatatkannya, seperti disebutkan dalam firman Allah SWT surat al-

Bagqarah ayat 282 :

s 28 7 27 z -4 /5\-/ z . 2 /: T s .d‘ /$‘°E~/
05::bmld s S| ] gy sl 13] T3l SN\
Artinya : Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah
tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah

kamu menuliskannya. *

Apabila akad hutang piutang atau hubungan kerja yang lain harus

dicatatkan, seharusnya akad nikah itu jauh lebih penting untuk dicatatkan

* Ibnu al-Qayyim al-Jauziyah, /’Jamu al-Muwagi in,juz,3 (Bairut, Libanon : Dar al-Fikr, 1977), 14
*Departemen Agama Republik Indonesia, al-Quran dan Terjemahnya, (Jakarta: CV Dar al-
Sunnah, 2010), 407.
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dikarenakan pencatatan perkawinan selain substansinya untuk
mewujudkan ketertiban hukum juga mempunyai manfaat preventif,
seperti upaya tidak terjadi penyimpangan rukun dan syarat perkawinan,
baik menurut ketentuan agama maupun peraturan perundang-undangan.
Hal ini guna menghindari terjadinya pemalsuan identitas para pihak yang
akan melangsungkan pernikahan, seperti laki-laki yang mengaku jejaka
tetapi sebenarnya sudah mempunyai istri dan anak. Tindakan preventif ini
dalam peraturan perundang-undangan sudah direalisasikan dalam bentuk
penelitian persyaratan perkawinan oleh pegawai pencatat nikah. Dengan
demikian pencatatan perkawinan megandung kemanfaatan yang sangat
besar dalam kehidupan umat manusia.

Dengan pertimbangan kemaslahatan diatas, seharusnya dalam
putusan ini majelis hakim mengabulkan adanya permohonan 7thbat nikah
ini, dengan mempertimbangkan hak-hak dan kemaslahatan bagi hubungan
suami istri terutama dalam masalah yang menyangkut keperdataan
anaknya dan juga mengantisipasi hal-hal yang mengandung mafSadah.

Al-Ghazali menjelaskan, bahwa secara harfiyah, maslahah adalah
menarik kemanfaatan dan menghindarkan kerugian, maksudnya adalah
melestarikan tujuan-tujuan shariah yang mencakup lima hal, memelihara
agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta kekayaan. Karenanya, setiap hal
yang memiliki pelestarian terhadap lima prinsip dasar ini adalah

maslahah. Sehingga apabila status pernikahan seseorang tidak diakui
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secara formal maka akan menimbulkan kerusakan pada nasab, harta dan
kehormatan.

Oleh karena penjelasan diatas, maka setiap penetapan dan
putusannya hakim Pengadilan Agama seharusnya mempertimbangkan
aspek maslahah, agar semua kemaslahatan ini bisa dicapai oleh para pihak
terkait serta tidak mengundang kemudaratan sesuai dengan tujuan
disyariatkannya hukum Islam yaitu memperoleh kemaslahatan dan

menolak kemudaratan.



